BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji, menganalisis di lapangan dengan perjanjian sewa-

menyewa lahan milik Perhutani. Maka dari uraian-uraian tersebut diatas, ada

beberapa hal yang dapat disimpulkan untuk menjawan rumusan masalah,

yaitu:

1.

Dalam mekanisme sewa-menyewa lahan milik Perhutani diawali dengan
akad kerjasama antara Perhutani dengan LMDH. Dalam kersama tersebut
menyatakan bahwa LMDH ditugaskan untuk mengelola hutan bersama
masyarakat, yang didalamnya terdapat ribuan pohon Jati. Namun akad ini
diganti dengan sewa-menyewa, dimana masyarakat yang mengelola
hutan membayar sejumlah uang untuk Hak Garap lahan dibawah tegakan
pohon. Yang mana lahan tersebut bisa ditanami beberapa tanaman
palawija.

Setelah terjadi kesepakatan untuk mengelola dan menggarap lahan yang
berada dibawah pohon, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban.
Dalam hal ini Pihak Perhutani dan LMDH bisa dikatakan sebagai
pemberi sewa, sedangkan masyarakat adalah sebagai Penyewa. Perhutani
maupun LMDH mempunyai Hak memperoleh sejumlah uang sewa dari
masyarakat yang menggarap, sedangkan masyarakat mempunyai Hak
memperoleh pengawasan dan pelayanan dari pemberi sewa. Untuk

kewajiban pemberi sewa yakni memberi pengawasan dan pelayanan

87



88

kepada penyewa sebagaimana yang sudah disepakati diawal perjanjian.
Sebagai penyewa, masyarakat diharuskan mengelola dan merawat hutan
yang didalamnya terdapat tegakan pohon jati.

Dalam praktinya, hak dan kewajiban tersebut diatas tidak dilakukan
dengan sempurna oleh kedua belah pihak. Pemberi sewa melalaikan
kewajibannya untuk mengawasi dan memberi pelayanan kepada penyewa
yakni, memberikan suplai benih secara langsung dan tepat sasaran.
Sedangkan dari pihak penyewa tidak bisa mengelola dan merawat pohon
jati yang mengakibatkan kerusakan dan pembalakan pohon oleh sejumlah
orang. Yang mana pelaku pembalakan tersebut sebagian merupakan
pihak penyewa lahan.

. Jika ditinjau dari Hukum Perdata, maka kedua belah pihak melakukan
tindakan Wanprestasi dimana kedua belah pihak tidak melakukan
kewajiban-kewajibannya. Dalam hal ini para penyewa terlebih dahulu
akan diperingatkan, jika masih melakukan hal yang sama maka akan
dilakukan pencopotan hak garap dan akan di lelang.

. Jika dikaitkan dalam hukum islam masyarakat Dusun Kasrepan Desa
Demuk dalam praktiktiknya belum sesuai dengan syariat Islam karena
disini masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk mengelola dan
merawat tegakan pohon dan juga memanfaatkan lahan perhutani diluar
perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Kasrepan Desa Demuk
dengan merusak dan mengambil pohon yang bukan menjadi haknya ini

mengakibatkan akad sewanya tidak sah sebab merugikan pihak yang lain.
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B. Saran
Dalam skripsi ini penulis akan menyampaikan saran-saran yang mungkin
perlu ditelaah kembali yaitu:

Bagi pemberi sewa sebaiknya melakukan apa yang sudah disepakati
diawal perjanjian dimana aka nada pengawasan dan memberikan suplai benih
kepada penyewa. Jika hal ini tidak bisa dilakukan sebaiknya perjanjian diawal
dihapus dan diganti dengan perjanjian yang baru. Hal ini mungkin bisa lebih
diterima oleh penyewa, dan untuk menghindari adanya pembalakan pohon.

Bagi penyewa, sebaiknya pengelolaan hutan harus didasari dengan
kesadaran diri bahwa pohon tersebut jika dikelola dan dirawat dengan benar
juga akan terhindar dari bahaya yang tidak diinginkan. Dan juga menyadari
bahwa pohon tersebut adalah Hak Negara, bukan hak milik perorangan yang

bisa ditebang dan dijual untuk keperluan pribadi.



